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BUPATI BARITO UTARA 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 

NOMOR   22   TAHUN 2021 

TENTANG 

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 

DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 

 
DENGAN  RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BARITO UTARA, 

 
Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Bagi Hasil 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 

2021; 

 
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai 

Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Repulik 

Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 

Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2756); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
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Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6321) ; 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

  9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito 

Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara 

Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Barito Utara Nomor 6); 

  10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 

2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito 

Utara Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Barito Utara Nomor 9); 

  11. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito 

Utara Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 32 

Tahun 2018 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita 

Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 32); 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL 

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN 

ANGGARAN 2021. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Barito Utara. 

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik indonesia. 

5. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut 

DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian dari hasil Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan 

diberikan kepada Pemerintah Desa di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara. 

 
 

BAB II 

PENGALOKASIAN, DBH PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH 

 
Pasal 2 

(1) Pengalokasian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 

untuk setiap Desa berdasarkan realisasi tahun 2020. 

(2) Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sebesar  Rp2.497.233.541,00 (Dua milyar empat ratus sembilan puluh 

tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus empat puluh satu rupiah). 

(3) Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) terdiri dari : 

a. alokasi DBH Pajak Daerah sebesar Rp1.669.796.975,00 (Satu Milyar Enam 

Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu 

Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah); 

b. alokasi DBH Retribusi Daerah sebesar Rp827.436.566,00 (Delapan Ratus 

Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam 

Puluh Enam Rupiah); 

(4) Pengalokasian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan : 
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a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; 

yang selanjutnya disebut DBH merata; dan 

b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional dari realisasi 

penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Desa masing-masing, 

yang selanjutnya disebut DBH Proporsional. 

(5) Pengalokasian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan menggunakan formula 

sebagai berikut : 

DBHx = DBH Merata + DBH Proporsionalx 

Keterangan : 

DBHx : DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap 

Desa 

DBH Merata : DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merata yang 

diterima Desa 

DBH Proporsionalx : DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah proporsional 

untuk setiap Desa 

(6) DBH Merata untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dihitung 

berdasarkan DBH Merata dibagi dengan sejumlah Desa. 

(7) DBH Proporsional untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 

dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut : 

DBH Proporsionalx = BDx x DBH Proporsional 

Keterangan : 

DBH Proporsionalx : DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah proporsional 

untuk setiap Desa 

BDx : Nilai bobot Desa untuk setiap Desa 

DBH Proporsional : Pagu DBH Proporsional 

(8) Bobot desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didasarkan atas data bobot 

desa dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara. 

 

Pasal 3 

Rincian Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 4 

Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan 

Peraturan Bupati Barito Utara tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa. 
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